
ten tang 
dalam 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Mengingat 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang: a. bahwa setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan 
pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil 
Negara dan untuk memperjelas keadaan kahar (force 
majeure) yang sedang terjadi di Kabupaten Jepara maka 
perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 
9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 
Pemerintah Kabupaten Jepara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 
2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH 

KABUPATEN JEPARA 

TENT ANG 

TAHUN 2021 49 
I 

NO MOR 

BUPATI JEPARA 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494) ; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 483); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845); 
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Pasal 1 
1 7. Tunjangan Kesejahteraan adalah tambahan penghasilan yang 

diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai BLUD; 
18. Keadaan kahar (force majeure) adalah suatu kejadian atau 

keadaan yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia 
serta tidak dapat dikendalikan misalnya antara lain kebakaran, 
gempa bumi, banjir, huru-hara yang secara langsung 
mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan/atau tidak dapat 
dilaksanakannya suatu kegiatan dan wabah penyakit menular 
(pandemiJ yang menyebabkan suatu kegiatan tidak dapat 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara 
(Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 9) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 17 dan 18, sehingga 
berbunyi se bagai beriku t: 

Pasall 

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA. 
PEGAWAI PENGHASILAN TAMBAHAN TENT ANG 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2021 

MEMUTUSKAN : 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
daerah 'Kabupaten Jepara (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11); 

17. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 
2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 
Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Tahun 
2021 Nomor 9); 
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BERITA DAERA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR .. 49 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jepara. 
pada tanggal 1 9 Ag us tu s 2 O 2 1 

BUPATI JEPARA, 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 1 9 A g u s t u s 2 o 2 1 

Agar setiap orang rnengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dala.m Berita Daerah Kabupaten 
Jepara. 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Pasal 25 
(1) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang menyebabkan 

sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak 
berfungsi, maka pengelolaan TPP dilaksa.nakan secara manual. 

(2) Dan apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang 
menyebabkan pelaksanaan kinerja APBD tidak bisa sesuai 
dengan perencanaan anggaran, maka penghitungan TPP untuk 
kinerja APBD diberikan 100°/o (seratus persen). 

(3) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan (2) ditetapkan oleh Instansi atau pejabat yang 
berwenang. 

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

. ,, 


